BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

ingkat pusat maupun
ebagian besar

émpercepat

kaan UUD ta 945. Perkemk irg i,
ida Iitik,e onomi h i i lingga
entingnya penerapan _pri insi i ang
tata kelola _pe aha i jo0d

sal  diyakip enjadi
at (M. T. g, 2018; Yusriadi

d nengatasi - berbagai  per,

elayanan masyarakat diperitkas i bi i sehingga dapat

okrasi profesione

at maep

pkan kebijakan otono pelaksapdan” pemerintah
@ tentang Qtonomi’ Daerah, dan
i n n ha

Pemeri Daerah sebagaimana

daerah™mela

Undang-Uhda
telah diubah dengan ang-Undang No. 12
Tahun 2008, terakhir telah=diubat™dengan~tfdang=Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan telah diubah kembali dengan UU RI No0.9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014. Keberadaan Undang-
Undang ini memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengurus rumah

tangganya sendiri dan menawarkan berbagai kemungkinan untuk menerapkan
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paradigma baru dalam menata sistem pemerintahan daerah dalam menjalankan
birokrasi dengan efisien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel sesuai kebutuhan
masyarakat. Daerah diharapkan dapat mengembangkan kehidupan demokrasi,
meningkatkan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara

nilai-nilai keanekaragaman daerah sehingga pada akhirnya pemerintah daerah dapat

menentukan disain dan model-biroK 51

ang tepat untuk menjawab tuntutan,

aspirasi dan dinafika-yang.terjadi di masyaraka stp-0toRoMI yang terkandung

dalam semangat #Undang- Undang N

Daerah sebagaimana telah diubah d ; ang. Perubahan
Kedua'atas UU No 23 Tahun 2014 ter i angat terbuka

bagi perwujudan good local gove
daerah.

Dalam kenyataannya'hicokrasi pemerintah@n daerahgmasih menunjukka

egatif disebabkangkarena birokrasi selama inifkurang merespon keingipan

ma t. Biroksasi sela i,Dekerja lamha gat berhati-hati d ke
ulltﬁna oleh

ang memer » 7 epat, efisien, tepat
g (1988),"dan Ostwald et al. (2 erang

pemerintahan daerah di nya

masing-masing P anya

KtUral; parti i?asyar af’' masih
i % ian t¥gas yang

tumpana. tindih i alam® berurusan

dengan pemdaj politisasi i ak Sehat membuat

persaingan tidak-sehat, serta belum siapnya aparatur.birokrasi-menghadapi tuntutan

perubahan.

Pengangkatan atau promosi-pejabat=sipil untuk menduduki jabatan tertentu

dalam birokrasi pemerintah secara umum mengacu pada ketentuan UU Nomor 43
tahun 1999 pasal 17 yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor
100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

dan telah diubah dengan PP Nomor 13 tahun 2002, terakhir dengan Peraturan
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Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Jabatan birokrasi merupakan jabatan karier yang dijalankan oleh seorang pejabat
birokrasi yang diperoleh karena jenjang karier dan keahlian atau kompetensi yang
bersangkutan dalam pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dan karena itu yang

bersangkutan mendapatkan promosi dan atau perpindahan dalam jalur jabatan

birokrasi tersebut sesuai dengan yang. diatur dalam suatu perundangan-
undangan.  Dergan-kata_ lain g ang birokrat dalam jabatan

tertentu harus endidikan dan juga

yang bersangkutan 3 ggara yang
ayakan kepadanya, dan bu

, nepotisme atau karena selera's
mber daya apara

krasi terkait

sehingga jika tic dikelo engan bai gan banyaknya diskresi| dapat

rwen&/ 2layana ikj dan menimbulkan kerapetan dal anaje

ui bahwa klaim terus=menerusitentang sektor publik a bebherapa

t@l’tisasi (Be

T, 2013;

a dalam perekru ilihan jabatanip

t ] Iil' - i

aspek “transparansi, persaingan,” objektivitas, dan ko

dekade terakhir adalah bahwa layanan pliblikstelah menjadi lebih

and Spa

09Q-
LJ00

7

politik darigada di mas si di Dewan

menginvestasikam-waktu-dan energi yang lebih besar unte 2mastikan bahwa
pengelola layanan puklik~kompatibel. déngan preferensi partisan dan kebijakan
mereka sendiri. Bahkan di negara-fiegara=seperti Amerika Serikat yang selama
beberapa waktu mengizinkan banyak kebebasan untuk pengangkatan politis ke posisi
administratif merasakan bahwa struktur kontrol politik atas birokrasi terus meningkat
(Ban, 2014; Briggs et al., 2012; Cordella and Tempini, 2015; Osman, 2010; Peters

and Pierre, 2004; Rober and Schroter, 2004; Richard Swedberg, 2003). Perubahan-
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perubahan ini mencerminkan kemunduran dari sistem merit yang dilembagakan yang
telah menjadi cara standar untuk mengatur pekerjaan di sektor publik.

Model standar birokrasi Weberian sesungguhnya memberikan ruang utama
untuk menciptakan seorang profesional, pelayanan sipil yang apolitis, dipilih
berdasarkan prestasi, dan yang memiliki kemerdekaan yang cukup besar dari kontrol
politik (Carolyn Ban, 2014; Cordella.and i, 2015; Swedberg, 2003; Wakhid,
2011) Graton ef~a
oleh peningkate

an pada dua hal yaltu

t

p
ya dilihatse8ha

kompetensi ;’“g].
bahwa mereka sebagie

ling terka olitisasi b

pir s
egatif, te dampak 2fisiensi
ahan (Murtadlo et al, 2015).

t hubungan antara=politisasi™birokrasi dan Kkarir

warga dalam peme

atakan bahwa i

termasuk penunjukan pem ?Va%nlstrat' A
ebagaiysuatu obye&dle@emermtah Daérah mengandung

banyak dimensi

kontrol politik_bire}

INMELE pada k

yang dieksporasi antara lain mengenai inerja, netralitas,

rekrutmen, seleksi,

oMosi, perencanaan Kariek mpensasi, local knowledge,

diskresi, prosedur formulasi Kebijakan, da ervensi politik. Dari banyak dimensi
tersebut, disertasi ini memfokuskan perhatian pada aspek pengelolaan sumber daya
manusia aparatur khususnya pada aspek rekrutmen dan promosi pengangkatan dan
penempatan (placement) dalam jabatan pimpinan. Alasanya adalah bahwa dalam
alam demokrasi yang cenderung liberal dan Otonomi Daerah yang diduga
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“kebablasan” maka soal rekrutmen, dan promosi pejabat membuka peluang terjadinya
tarik menarik kepentingan, politisasi birokrasi serta suburnya praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme. Selain berbagai fenomena seperti di atas di sisi lain, kondisi sumber
daya aparatur pemerintah daerah saat ini diduga masih terkungkung oleh paradigma
berpikir, sikap, dan perilaku kerja lama yang cenderung feodalistik, rule-driven dan
konservatif (Adnan, 2013; Bello-g .Bhasir, 2012; Bulo et al., 2016; M.
Haning, 2018; owati, 2016; Suharman,
2017; Yusriadig@

duduki jabatan

dalam birokrasi pemerint secara umum mengacu pada ketentuan

omor 43 tahyn 1999 pasal 17y

emeri 00%tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri‘\Sipil

dalam Jabatan Str L h diubah denga *Nomor 13 tahun 2002, *terbafu

enggunakan Pe an Pe ah RI No. ahun_2017 tentang Manaje
t\legeri ipil " (PNS)Jsebagai turunan dang-Undang No

aratur SIp ASN) syaratun gkat dalam j

dalah status PNS, pang

emudian dijabarkan melalui ‘Pératuran

at, pendidikan, prestasi kerja, k

usia, pendicika an=pelatihan, dan pen
lebih banyak_mengacu™pada, WU Nomor 32
agaimana‘telah.diubahsdend Undang-

sebagaimana telah diubah
2014 d

pada Peraturan Pemermta[ NEQ ntang Pera

tegas disebuy epala daerah dan DPRD dalam menyelefggarakan Urusan

ebih khusus

gKat'Daerah secara

Pemerintahan dibanttreleh~Rerangkat Daerahi” yang=diisi“6leh pegawai aparatur sipil
negara. Untuk melaksanakan ttgas~kewenangan ini daerah kemudian membentuk
Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Tujuan yang ingin dicapai dengan kewenangan
itu adalah untuk membangun birokrasi dalam menjalankan fungsi kepemerintahan di
daerah secara efektif, efisien, dan profesional, sesuai kaidah-kaidah good governance.

Sehingga pelaksanaan kepemerintahan di daerah bisa tercapai demi memberikan
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pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Artinya pemerintah daerah perlu
memberikan perhatian bagaimana mengembangkan kemampuan (capability) aparatur
daerahnya masing-masing, karena jika kemampuan aparatur birokrasi daerah rendah
maka risiko kegagalan pelaksaaan desentralisasi di daerah juga menjadi semakin

tinggi.

Sementara konsepsi_pengetolz aya aparatur daerah saat ini secara

yuridis konsti ehingga menimbulkan

distorsi terutama disebabkan kewenangan Kepala Daerah yangssangat besar diberikan

014 tentang
015, tentang

ghan Kedua atas UU No 23 Tal 4. dalam pengangkatan dan‘pepempatan
aratur (pejabat) di. wHayahnya. Meskipun, apabi 0.32

ahun 2004 Pasa K pengembang Karierf pegawai sipil “daers
nempertimbangkany integritasiidan moralitas; gpendidikang@an pelatihan, pangkat,
mutb}atan, nutasia daerah dan jkempetensi, tetapi tet ja fterjadi
2rsebut.

kewenangan mutlak dalam penmﬁn aparatur
Jan“mekanisme pengelolaanyaparatur daera

erujuk pada L

la Daerah mendapatke

standar dap.=kaid pmum  sehingga rjadi} adalah

Nengmpengaturan™ jenjang an pehempatan
(Murtadlo et al., 2015). Sehingga mungtll dap’terjadi

adalah adanya gam 4&3 er, rsi &ti dan sewenang-wenang
dalam pengelolaan aparattrdi rintah Daérah /Provinsi Nusa

Tenggara Barat;~tidak=.terlepas dari permasalahar™ dan—afggapan- anggapan

sebagaimana terjadi di~daérah_lainfiya. Contor ang masih hangat diantaranya
adalah, menjelang pilkada, Tima=06rang—pejabat eselon I, 52 orang pejabat
administrator eselon 111 dan 120 orang pengawas eselon IV dimutasi oleh Gubernur
Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi (Khafid, 2017).

Berdasarkan data dan informasi di atas, peneliti berasumsi bahwa terdapat
banyak faktor dibalik pengangkatan jabatan pimpinan birokrasi di daerah, tidak
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terkecuali di Pemerintah Daerah NTB. Sehingga dengan referensi-referensi ilmiah
tentang birokrasi, manajemen SDM, kebijakan publik, maupun intervensi politik
peneliti melakukan observasi ke kantor Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) untuk melakukan penjajakan terkait lokasi penelitian pengangkatan

jabatan pimpinan, dan menyusun rencana penelitian tentang pengangkatan jabatan

pimpinan dari berbagai dimensi
mpenelitian ini melihat
dimensi yang' be karmuntuk diteliti secara
engangkatan jabatan

isi pemenuhan persyaratan kompetensi,

vensi politik, serta peran kearifan lokal

us terseb amymendukung pelaksanaan
menggunakansfpendeka studi kasus Kualiatif

an memahan: akna_dndividu atau _kelompok

Eperma : yangmenjadi - fokus well, _2014). ﬂ
mn perhatia objek terte ; angkatan jaba i

intah Daerah Provin

sa Tenggara Barat yang diang

ikaji secara mendalam“Sehingga-mampu membongk
pandangan paraeig enemenologi, yang ta au kasa
kan sesuattVangeri€l(realitas), hanya p nv'dari v

i udi kasus dalam hal ini iala en i sesus ang tidak

Aﬁ‘ﬁ n . Karena ,ifu-flapat pula
pm memahamiysyatu kasus dan

diartikansstudiy kasus se

sekaligus menea

1.2 Fokus Penelitian e

Sesuai dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penyelenggaraan pemerintahan
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daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan lebih memperhatikan peluang dan

tantangan persaingan globa

istem penyelenggaraan pemerintahan

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, hal ya arus diperhatikan

leong, 2007). Fokus"me an batasan

n an data, sehingga denga

salah yang menjadi tujua

leong, fokus penelitiandima

asi penelitian|g mana data yang

emahami secara lebih lua

, maka'diperluka

zelitian if

nelitian, fokus didukemg heberapa sub fokus yang a rinci dals

yang meliputis

an pip

ersyaratafi*Kompetensisdlal i pengangk a?m
sanaan sistem meritokrasi ?@3 gangka
: 'politikdaN n

atan jabatan.piapi

4) Peran kearifan, |Okal datam-mend
Pemerintah Daerah Previnsi Nusa-Tenggare
5) Keterkaitan unsur sub fokus dalam mendukung pelaksanaan tugas pelayanan

publik.
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1.3 Rumusan Masalah

Peneliti berpendapat bahwa pengangkatan jabatan pimpinan berpengaruh
penting pada pelayanan publik, terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di daerah
sehingga setiap institusi membutuhkan sumber daya manusia untuk memungkinkan

organisasi atau institusinya mencapai tujuan, dan salah satu sarananya adalah

pengangkatan dalam jabatan-pimipinar us..penelitian pada promosi pejabat
birokrasi. Ada ’yﬂ'—-‘w ang politisasi-diantaranya-Studi Sahling (2009):
Bulo (2016),-Herkolanus, (2016); Murtadlo, et al., (2015); Sa (2011); Suharman,
(2017); ,Setyowati, (2016); Azhzhahiriy| (2012); Bello and "Spe 015); dan

Karena itu seleksi, rekrutmen, promosi (Armstrong, 201

ilanggap 'Sebagai pus :

memberikan#®pelaya

memenuhi tantangan-tanta
ekrutm sala

yang dapa

iaya dan kurang optimalnya pelayanan publik. Kepu

pimpinan-merefleksikan kre

h Daerah yang.berk® pada tujuan dan pr

kuntabel. 3 ag. DBIT

bany

plnan di Pemerintah Daer.

gang ah abij
ae & 2014 tentang
AparatursSipil Negara da raN I No. 11 fakup 2017 tentang

Manajemen’, Pegawai “Ng Sipil (PNS) secara datan, spesifik, dan

komprehensif dari berbaga

Adanya celah penelitiam=ini~mefartk=minat peneliti untuk mengkaji lebih
lanjut mengenai pengangkatan atau promosi jabatan pimpinan di Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dari dimensi Pemenuhan persyaratan kompetensi,

Penerapan pelaksanaan sistem meritokrasi, peran intervensi politik, dan peran
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kearifan lokal dalam promosi jabatan pimpinan, dan bagaimana keterkaitan masing-
masing unsur tersebut dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan proses promosi
jabatan pimpinan yang akan dijawab oleh penelitian ini:

1. Bagaimana Pemenuhan persyaratan kompetensi dalam pengangkatan jabatan

pimpinan?
2. Bagaimana apan-pela i kdalam pengangkatan
jabatah pimipinan?

ana peran intervensid politik dalam pengangkatarjab pimpinan?

Bagaimana Peran kearifan pengangkatan jabatan pj an pada

Pemerintah Daerah Provinsi ggara Barat?

Bagaimana i masing-masing U p fokus tersebuty, dalam

mendukung gas pelayanan.publik®

14 Ean Pene

litian bertujua mengembahgkan._mne pengan jab

engan unsur-unsu g dapat memberi penguatan pad etensi da

I serta menghambat intervensi palitik menuju pimpinan rja unggul

Penelitian
ifik, penelitia di'kasus pergangkatan ?qabata pimpinan
bagi penentu formulasi kebija manajemen’ SDM

jabatan pimpihan secara

khusus da umumnya’ dalam turut serta

meningkatkan samng dan kontribusi keilmuan.-baik .seeara’ teoritis maupun

praktis.

Secara teoritis, 1) Sebagai-masukan=pemikiran konsepsi implementasi dan
penyusunan kebijakan promosi dan pengangkatan jabatan pimpinan di Pemerintah
Daerah serta memberi gambaran mengenai kebutuhan dan kesempatan koreksi
kebijakan; dan 2) memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan manajemen
sumber daya manusia. Secara praktis, memberikan pemahaman: 1) Bagaimana
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pemenuhan persyaratan kompetensi; 2) Bagaimana penerapan pelaksanaan sistem
meritokrasi; 3) Sejauh mana peran intervensi politik; dan 4) Bagaimana peran
kearifan lokal dalam pelaksanaan tugas jabatan pimpinan pada Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 5) Bagaimana keterkaitan masing-masing unsur

tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik.

1.6 State of The A

Penelitia

disertasi ini mengambil beberapa—refere penelitian terkait

angkum bahwa

sebelumnya-Bari penelitian-peneliti ng telah dilakukan dapat.d

tidak’ dapat dinafikan adanya intefwensi politik dalam birokrasi kKhusushya dalam

pengangkatan pejabat struktural at n Pegawai Negeri Sipil (RNS), Dalam
il penelitian umumnya_dntervensi politiky terlaksana
ngindahkan pe

gkatgsenjoritas, profesionalisme,

ber daya m i 0, 2016; Herkolanus,/2016;

012; wa Spano,
e

oliticla

owati, 2016; Azh ,

alam  Gove 0

e purple zone:

blic managers menjelaskan independensi manajemen ari polijtigi

sektor publiks=PefiElitiai=ini menyelidiki ana ¢“politisi

s ?aktivitas manajeki enga emberikan empir' untuk
eberadaan @ tisasiwyang g najeme san layanan publik
ubun& disebut zona "un a gabungan/dafi "biru"
i @ e aarkan asil‘yang diperoleh

dan "
dari kuesi vane=diisi oleh

blik, diperoleh! hasil’ bahwa mereka
merasakan 9Q] itik-terhadap..proses _perigam eplitusan, penetapan

rencana tindakan, dan K dap~promosi yang ada. Para pejabat

juga percaya bahwa politisi mempengaruhi tujuan apa yang harus diprioritaskan,
sehingga merusak pertimbangan dari  proses keluaran pengambilan keputusan
yaitu, tujuan yang direncanakan. Kecenderungan untuk memperkuat kontrol politik

atas manajemen memperoleh makna yang berbeda dan menjelma menjadi bentuk
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politisasi yang melanggar nilai-nilai tradisional ketidakberpihakan dan manajemen
non-partisan di sektor publik sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai New
Political.

Gratton et al., (2015) mengingatkan kembali bahwa birokrasi yang berfungsi

dengan baik dapat mendorong kemakmuran, seperti yang dikatakan MaxWeber.

Bahwa pada kadar tertentu_ketike-t aR.politik tinggi, politisi menunjukkan

endukung dala

dkantdiberhentikan. dari jabs s ok

an para pejab

|~

an “diangkat menj pat struktu ski tida
persyaratan baik ‘daki segi# pangkat, senioritas, %iona
dan kompetensi pada“poSiSi apag

n. Penelitian di P intah B

enyimpulkan \hahwa s we a.secara admini
ndasi Bapef]akatsatau=Rewar Pertimba

egawai pada jabatan struktur

'4ﬁuajn
enélitian sejenis dilaku i = alam/Pengangkatan

Pejabat Strukturak-Keltra i g~yg@ng menghasilkan
temuan bahwa terdapatkebijakan/intervensi Kepala-Daerah yg mempengaruhi sidang
pemilihan dan pertimbangan pejabat eseto dan 3, tetapi tidak untuk eselon 4
karena dianggap tidak cukup strategis. Proses Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural juga diteliti olen Herkolanus (2016) yang berfokus pada mekanisme
pengangkatan, dan menyimpulkan bahwa mekanisme pengangkatan mengikuti
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standar, namun mayoritas tidak memenuhi standar kompetensi minimal pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Sintang.

Setyowati (2016) melakukan penelitian tentang rekrutmen PNS dalam artikel
Merit system in Recruitment and Selection Process of Civil Servant Candidate in

Malang Indonesia menyimpulkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi tidak

didasarkan pada kebutuhan bire psi, kolusi dan nepotisme, pelamar

tidak dianalisi a kebijakan sebagai

landasan pelaksapa rekrutmen dan seleksi tidak secara ekspli ) jelas menjelaskan

sistery” merit="Sementara Saleh (2 elakukan penelitian

efeKtiyitas penerapan prinsip Go ance pada penempatan apara
jabatan struktural di Sekretariat Daer paten Pahuwato.
ang “berbeda, Suharman (20
Pembina Kepegawaian dalamsPengisian JabatanRimp
enurut UU No.5%]

epegawaian dala
tidak
kan tidak adanya kepa

Dari sisi

entang ASN, me an b

tapkan dan melantik caloa‘pejaba

ktu, :H'_gr

ian hu . Penelitian ini diduk

ekosong

demgan hasil analisis

aran terbuk

ald da

ahg.disediakan

p tidak cukup bagi kandidat y. t
I ﬁan di ,atas” memperkaya
udi kasus/ pgngangkatan PNS

énggara Barat yang

Ufituk memp

dalam Jabata
memfokuskan pada™-bagaimana pementhan_.persyafatan kompetensi dalam
pengangkatan jabatan pimpinam;=“badaimana penerapan pelaksanaan sistem
meritokrasi dalam pengangkatan jabatan pimpinan; bagaimana peran intervensi partai
politik dalam pengangkatan jabatan pimpinan; bagaimana peran kearifan lokal dalam
mendukung kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

bagaimana keterkaitan unsur tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan.
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Dengan dasar referensi tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan tema
pengangkatan dalam pejabat pimpinan dengan pendekatan studi kasus pada
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menggali nilai-nilai positif
(penelitian studi kasus prospektif) dari kearifan lokal. Artinya, bagaimana intervensi
politik yang dalam mayoritas hasil penelitian dianggap bernilai negatif, dapat
direduksi di Pemerintah Dagrah-P oVinsi-Nisa enggara melalui penguatan nilai-nilai

kearifan lokal.
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